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DPR Segera Tuntaskan Revisi

Prioritas Prolegnas 2015

ewan Perwakilan
Rakyat (DPR) men-
gajak  pemerintah

untuk lebih serius dan
berkonsentrasi  terhadap
pelaksanaan fungsi legislasi,
terutama dalam penyelesa-
ian prioritas Program Legis-
jasi Nasional (Prolegnas)
2015. Karena sampai saat ini
masih ada beberapa tung-
gakan rancangan undang-
undang (RUU) yang belum
diselesaikan sementara
waktu yang tersisa semakin
sedikit.

Berangkat dari kenya-
taan tersebut, Ketua DPR
Setya Novanto mengajak pe-
merintah bahu membahu
menuntaskan persoalan
tersebut. “Ada beberapa
RUU yang belum tersele-
saikan, dan ini butuh kon-
sentrasi,’ katanya pada
rapat paripurna DPR RI
Penutupan Masa Persida-
ngan ke IV Tahun Sidang

2014 —2015.

Novanto mengungkap-
kan, DPR telah melak-
sanakan fungsi legislasi
antara lain melakukan revisi
terhadap Prioritas Prolegnas
Tahun 2015 yaitu menambah
RUU tentang KPK, RUU
tentang Sistem Perbukuan,
dan RUU tentang Kebu-
dayaan. Selain itu juga

e

mengganti RUU tentang Ke-
tahanan Pangan dengan
RUU tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tum-
buhan, serta mengganti
RUU tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
dengan RUU tentang Bea
Materai.

DPR masih kata Politisi
dari Fraksi Partai Golkar
ini, juga telah menyetujui
tiga rancangan undang - un-
dang yaitu RUU tentang
Tabungan Perumahan Rak-
yat, RUU tentang Penjami-
nan, dan RUU tentang
Larangan Minuman Be-
ralkohol untuk menjadi
RUU usul inisiatif DPR.

Selain itu, ada enam
RUU dalam tahap harmo-
nisasi di Badan Legislasi
yakni RUU tentang Pertana-
han, RUU tentang Jasa Kon-
struksi, RUU tentang Per-
tembakauan, RUU tentang
Kebudayaan, RUU tentang
Sistem Perbukuan, dan
RUU tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya Ikan dan
Petambak Garam.

Politisi Golkar  dari
Daerah Pemilihan Nusa
Tenggara Timur ini meng-
emukakan, ada empat RUU
usul Pemerintah, yaitu RUU

Dok. DPR

tentang Merek, RUU tentang

KUHP, RUU tentang Paten,
dan RUU tentang Peneri-
maan Negara Bukan Pajak.
“Saat ini sudah ditetapkan
alat kelengkapan DPR yang
akan melaksanakan pem-

- bahasan bersama Pemerin-
tah,” ungkapnya. g

Novanto menambahkan,
DPR terus berupaya menye-
lesaikan penyusunan beber-
apa RUU yang menjadi
prioritas tahun 2015. Berba-
gai upaya dilakukan baik
melalui Rapat Kerja, RDP,
dan RDPU. “Anggota DPR
aktif melakukan kunjungan
kerja untuk memperoleh
masukan dari masyarakat
(stakeholder) dalam rangka
membentuk undang-undang
yang adaptif, responsif, dan
aspiratif bagi tatanan ke-
hidupan berbangsa dan
bernegara,” jelasnya.

Representasi rakyat

Sementara di bidang
fungsi anggaran, DPR ber-
sama Pemerintah telah me-
nyelesaikan  pembahasan
dua siklus APBN, yaitu per-
tama, pembicaraan penda-
huluan penyusunan RAPBN
2016 yang membahas pokok
- pokok kebijakan fiskal dan
asumsi dasar  ekonomi

makro. Kedua, pembahasan
Laporan Semester I dan
Prognosis Semester Il APBN
Tahun Anggaran 2015 seba-
gai wujud pengawasan atas
pelaksanaan APBN tahun

~ berjalan.’

Novanto menambahkan,
dalam melaksanakan ama-
nat UU tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD (MD3) me-
wujudkan representasi rak-
yat untuk memperjuangkan
daerah pemilihan, DPR te-
lah menetapkan Peraturan
DPR RI tentang Tata Cara
Pengusulan Program Pem-
bangunan Daerah Pemili-
han.

Usulan program dapat
berasal dari inisiatif Ang-
gota DPR, pemerintah dae-
rah, atau aspirasi masya-
rakat di daerah pemilihan-
nya.

“Pimpinan DPR meng-
harapkan Pemerintah dapat
sepakat untuk mengako-
modir usulan program yang
sudah diinisiasi olen DPR
berdasarkan kebutuhan ma-
syarakat,” paparnya.

Selain persoalan yang
terkait dengan fungsi legis-
lasi, DPR juga menyoroti
berbagai persoalan mulai
dari erupsi Gunung Sina-
bung, kenaikan harga kebu-
tuhan pokok masyarakat
sampai dengan kelancaran
dan kenyamanan arus mu-
dik. Untuk Erupsi Sinabung,
Novanto meminta agar
penanganan bencana terse-
but di tangani pemerintah
pusat dan dipimpin seorang
menteri koordinator.

“Pimpinan DPR sudah
mengecek ke pasar tradi-
sional dan memang peme-
rintah harus turun me-
ngendalikan harga kebu-
tuhan pokok yang terus
naik. Untuk arus mudik,
kita meminta pemerintah
bisa memberikan jaminan
kepada masyarakat.”

Bidang fungsi penga-
wasan, lanjut dia, DPR
sudah menyetujui calon
panglima, calon hakim
agung, calon duta besar dan
pertimbangan atas calon
kepala BIN. Selanjutnya
DPR akan melaksanakan
reses sampai tanggal 13
Agustus 2015, sehari kemu-
dian baru dibuka masa
sidang berikutnya. @ ril.



